HIKMAH DALAM PERSPEKTIF
FPEMBINAAN HUKUM ISLAM

Mk, Hasyim®

Abstrak : Dwlane kafivn perkembangan epiateaologd
fkuam  Islam, berjadi  perdebaian, apakehr Allah
(shiri'y o dalors mremberlakukan huksen (tasiei’
al-ahkam) didasarkan pada pertinthangan lertentu
('l al-shkém). Perdebatin terschut berdempak
pada munculayn perdebatan seputar boleh hidokrya
menetaphan senty hukum alas deser maglahah,
hikmah wiow pertimbarcgan yang lon. Twlisan i,
secara Mnsws  whan  mendeskripsikan  kadwduban
fkmah dalaw  pengembungan hukum Islam  dam
relepansings  dengan magisd  alshaTal,
Kesimpulan bulisan ini, sikap ulona tenteng @'l
al-ahkam bi al-hikmah terbagi menjadi tiga, sikap
yang menolak secara mubak, mewmenma  secara
miectlak dan skap moderal, menevimg don merrolak
Kata Kunci : Mnqisid al-Shar'ah, Ta'lil, lstinbat

PFENDAHULUAN

Dalam kajian Hukum Islam, hubungan organik antara
sumber hukum dengan pemahaman hukum merupakan
masalah sentral dalam usdl al-figh. Sumber hukum pada
hakekatnya adalah wahyu [lahi yang menempati posisi
sumber segala sumber. (Oleh karena ito, hakekat hukum
berada di tangan kuasa Tuhan, Dengan keyakinan bahwa
al-Qur'én  merupakan sumber autentik, sedangkan
kekuasaan hukum berada di tangan-Nya, maka yang
mengetahui secara persis rumusan hukum sebagal yang
dikehendaki dalam al-Qur'an hanya Allah Dengan
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demikian, tugas para ahli hukum, hanyalah

mengarahkan segenap kemampuannya memahami

makna bukum yang dikandung dari frman-firman-Nya
sebagai yang tersirat dan tersurat pada redaksi al-

CQur’an.t

Rangkaian penegasan sebagai termaktub dalam Q5.
al-Anbiva 107 , tentang misi Muhammad sebagai
rehmatan It al-‘alammn® dan juga Q5. Yuanus: 57 tentang
fungsi al-Qur'an sebagai petunjuk, telah memperjelas dan
mempertegas fungsi sharTah [slam sebagai rahmat bagi
st manisia,

Menurut Abia Zahrah, Islam sebagai suatu sistem
hukum telah meletakkan tiga dasar pikiran :

1. Shari'ah Islam merupakan sumber nilai dan norma
individn serta masyarakat bagi terwujudnya satu
sistem Hukum [slam.

2. Shari'ah Islam ingin menegakkan keadilan, sehingga

setiap individu memiliki hak serta kewajiban yang

sama di depan hukum.

Shari'ah Islam ingin mewujudkan kemaslahatan di

tengah-tengah umat manusia. 4

Atas tiga dasar pikian inilah, para ahli usal
mencoba menggall dan membina hukum Islam, yang
selaras dengan luntutan serta perkembanpgan masyarakat
antara ruang dan waktu, Pada tahapan pericde Maklkah,
shari’ah Islam masih merupakan seruan-seruan etika

i)

VUi aifigh pada prissipays adalah wpaya manusds memihami
makmid Tuban yang telah is mangloan dalam ssam fedalsl, atau deagan
boim laim wpays memshami dan mengpiing (Sl makna redakel mris
Lihat Abo Zaheah, Uy al-Figh ( np: Dl abFikr al-'Arabi, 1), 364-366.
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mengenai sikap serta perilaku mana yang baik dan mana
vang buruk, sebagai persiapan menghadapi masa
terbentuknya masyarakat dan tatapan hukum baru
dalam pericde Madinah Di Madinah inilah, aturan-
aturen hukum diletakkan dengan ayat-ayat al-COur'in
dan hadith-hadith Nabl. Dengan kata lein, bahwa awal
pembinaan hukurm Islam secara langsung berada Gi
bawah bimbingan serta wewenang risilsh Muhammad
Saw. Pada periode pasca kenmabian, yang tertinggal
hanyalah sekumpulan ayat-ayat al-Cur'an serta sunnah
Mabi, Ketika ummat Islam telah meluas ke berbagai
penjuru dunia, terthimpunlah ayatayat sebagal satu
kesatuan kitab suci al-Quriin serta terekamnya hadith-
hadith Nabi mempunyai arti penting bagi pembinaan
hukum Islam selanjulnya. Imam alShafii (w.204 H)
dianggap tokoh penting berjasa merumuskan secara
tegas posisi al-Qur’dn serta Sunnah Mabi sebagai sumber
hukum Islam yang paling primer, meskipun kedua
sumber tersebut telah lazim dimaklumi oleh generasi
sebalumnya s

Tampaknya para ahli figh atau wngal telah
menyadar betul, bahwa untuk mengatur kehidupan
ummat manusia diperlukan suatu sistern tatanan yang
memiliki akar tiga dimensi dasar pikiran, aspek etik (nilai
dan norma), aspek keadilan, serta aspek kemaslahatan
umat Untuk itu, semua rumuesan hukom  mesti
dikembalikan kepada sumber yang menjamin ketiga

¥ Scbagaimana dikesvokulesn oleh Coulson, balwa al-Shafis welsh
diskui merupakan bapak Jurcisprodensi Hukum Islass. s heehasil
menmauskan sumber wiama Hubkum lslam sccara siscmats, valoi al-
Qur'on, abSunnah (ab-Hadith), Hmd' (koosmeus) dan Qivis (Analogi).
Skexma yarg dajuben olch @l-S5hER ini meoropskan wsahs  uniok
mempertemukan antas abu peaganut AbHaliel dan kubu pengamat
p-rnﬂ-p-tpnhm{w-?-uj-ﬁ Likar NJ. Conlsom, A Hisrery of Ralamic

{Edinburgh ; Edinburgh Unirersity Press, 1964, 68-61,
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dagar pikiran itu, yakni wahy=u (al-Qur'an) serta khabar
yang, sah dari Nabi (Sunnah). Pemahaman dalam konteks
pembinaan hukum akan menjadi rancu apabila tidak
terdapat benang merah yang menghubungkan antara
kesimpulan hukum atas kasus-kasus tertentn (far' .
cabang) dengan dalil yang termaktub dalam kedua
sumber (asl : pangkat atau sumber). Pemahaman yang
mepersambungkan kedua sisi (fer’ dan agl) itulah yang
dicoba dirumuskan oleh para ahli hukum dengan term-
term istizlih, giyis dan fukmah. Term terakhir inilah yang
dijadikan fokus pembahasan.

PEMBINAAN HUKUM ISLAM : IDE DAN LATAR
BELAKANG

Secara umum, vang menentukan berlakunya sesuatu
hukum terletak pada maglshak sebagai inti dari magasid al-
shari'ah (tujuan shara’). Dalam konteks metodologi,
pemahaman terhadap maslshah yang merupakan esensi
tujuan  shara’  terlihat  bagaimana  al-Ghafi'i
mengetengahkan giyds. Sedangkan ulama’ lain, Abd
Hanifah (w. 150 H) misalnya, mengajukan konsep
istihsdn, Imdm Malik (W, 179 H) dianggap pencetus ide
istislih atau lebih dikenal maglahah mursalah. Sedangkan
Ahmad ibn Hanbal (W. 241 H) dan beberapa ulama lain
memaparkan konsep istighib sebagai salah satu metode
menggali mq:i;y'd al-ghari’ch dalam pembinaan sekaligus
penerapan Hubum Islam. Namun keempat istilah
tersebut tanpaknya dapat disepadankan dengan ide
istislih, yaitu mengambil kesimpulan hukum (beristidial)
berdasarkan atas kemaslahatan, atau disebut juga dengan
givds dalam pengertian umum.
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Konsep Istislah.

Pada awalnya, konsep istisldh muncul dari Imam Malik.

[a bermaksud ingin memecahkan persoalan hukum yang

terjadi di tengah masyarakat, sementara tiada satupun

dalil (nass) yang secara khusus mengaturnya. Meskipun
demikian, ide =hslth vang diketengahkan tetap selaras
dengan tujuan shara’ secara umum, yaitu terciptanya

kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di

akherat Untuk itu Imdam Malik mensyaratkan tiga hal :

|. Muglahah itu selaras dengan kemaslahatan yang
ditunjuk cleh hukum asal dan relevan dengan tujuan
yang dikehendaki oleh shara’. Artinya kemaslahatan
itu harus Hdak terlepas dari pangkalnya. meskipun
tada dalil khusus yang menunjukkannya.

2. Esensi maslahah ilu harus memiliki sifat-sifat
mundsabah yang dapat diterima secara rasional.

3. Maslahah itu telah secara lazim dapat melepaskan
kesulitan, bahkan sekiranya tidak ditempuh
pertimbangan kemasalahatan dalam menetapkan
hukum umat manusia pasti terjerumus ke dalam
kesengsaraan

Dalam perkembangan berikutnya, para ahli wsiil
mengembangkan konsep whgldh  dengan al-memdsabah,
vang secara teknis dapat dianggap sama dengan
metodologi givds dalam pengertian  umum. Metode
tsfislidft atau al-mundsabet Indi tampaknya, di samping
untuk mensistematisasikan teknis ber-isftidldl sekaligus
untuk menganalisis berbagai ragam metodologi wsal
vang pemah diketengahkan oleh para ulama. Al-Ghazali
fw. 1111 M), sebagaimana yang dikemukakan oleh

' Abd Zaheah, Dyl ol Figh, 279-280.
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Husayn Hamid Hasan, merinci istislah ke dalam empat

kategor :

1. Maglahah yang jenis (naw’)nya ditunjuk oleh shari
(maslabuh i*tibar al-shdri’ mam'ah).

2. Maslahah yang, relevan dengan jenisnya sebagai yang
ditunjuk oleh shiri’ (maslahah muld'imah 1 jins
tagarrufiat al-shiri’).

3. Maglahah yeng berlawanan dengan nags shara® { al-
rashahah al-batilah ow al-mulghak).

4, Maslahah yang sunyi dari naess-mass shara® yang
mendukung atau kontradiksi dan dikenal dengan al-
maslahah  al-gharibah. Bagi al-Ghazali, maslahah
mursalah termasuk dalam kategori kedua, yaitu
maslahah yang memiliki landasan shara’ dilihat dari
aspek jins-nya. Sedangkan maslehah ghariboh serta
mulghat, kedvuanva secara tegas tertolak.”

Konsep (ayds

Latar belakang munculnya konsep giyds - seperti halnya

istislth - pada dasarnya meropakan sistematisasi

penalaran hukum daei ide ijihid yvang secara tegas
diperoleh legitimasi shar'i dari Sunnah Nabi. Al-Shafi'i
pencetus awal konsep giuds, melihat kelemahan-
kelemahan pada metodologi istidld]l dalam rséthsin serta
maglahal mursaloh, Kedua metode tersebul, oleh al-Shafi’i
dipandang sebagai manhaj al-istinhd! yang terlepas dari
al-Qur'an, Sunnah maupun fmi’. Oleh karena itu, ia
mengajukan konsep giyds sebagai metode istidlal yang -
menurutnya- linéer dengan ketiga sumber tersebut

Dengan demikian, setiap keputusan hukum tentang

suatu persoalan (far’) vang belum ada ness-nya, mest

" L[uum Abhmad Hasam, Sepdovar al-Maglafpal F al-Frgph of-
Jeldmr (Bedrsr : Ddr al-Mahdah al-*&rabiyab, 1971), 18-19.
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dicarikan sandaran mesz (agl) yang telah memilki
ketentuan hukum (hukum asi), sehingga terdapat benang
merah ("illgh) yang menghubungkan antara hukum asl
dengan far'-nya.®

Selanjutnya, para ahli ugil memandang hahwa
persoalan  “illah  merupakan unsur sentral  dari
keseluruhan  pembicaraan  giyls. Namun  dalam
merumuskan  pengertian ‘idlah  ternyata  banyak
ditemukan ragamnya. Sebagian ulama ada yang
mengartikan “llah secara khusus, yaitu sifat, ciri, alasan,
motf atau sebab yang dapat diukur, baik benhik,
individu, waktu maupun keadaannya. Artinya, antara
dalil yang dijadikan pangkal giyds memiliki persamaan
sifat dasar yang dapat diukur dengan kasus khusus (far’)
sehingga hasil keputusan hukum pada far’ sama atau ber-
mundsabah dengan kandungan hukum yang terdapat
pada pangkalnya. Hal tersebut dapat dilihat pada contoh
diharamkannya (hukum azl) khamr {ssl). Khame memiliki
ciri kongkrit dan dapat diukur (‘dlah) memabukkan,
Nabidh (funi”) adalah benda cair lain yang memiliki ciri
vang sama {illak) dengan khamr, yaitu memabuldkan.
Oleh karena itu nabidh juga haram. Dalam definisi ini.
dibedakan antara ‘illah dengan maglaheh. “Hieh semata-
mata melibat crl atau sifat yang dapat divkur tanpa
memperhatikan moslahah atau manfaat di balik “illak,
meskipun divakini bahwa setiap ‘illah mesti ada manfaat
atau maslatah nya. Hanya saja, ‘tlah terkadang ditemukan
masicheh atau manfaainya, tetapi terkadang HBdak
ditemukan. Sedangkan keputusan hukum, semata-mata
ditentukan berdasarkan ‘illah itu, Jadi, meskipun tidak
juga diketemukan manfaamya. asalkan ‘illsh nya telah

!, Mugrelfs Zayd, AlMaglafal f af- Tacho® al-daldmi wa Majm al-
ey al- i (Dde al-Piler al-*Arahi, MG, 312
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ada, baik karena ditunjuk langsung oleh mass atau
ditemukan dari hasil istigri’ (penelusuran induktif}
terhadap sejumlah negs, maka hukum pada asl telah
dapat diterapkan untuk memberikan keputusan hukum
terhadap far’. Pandangan inilah yang dipegangl secara
kuat oleh al-5hafi’i serta para pengikutnya.?

Sementara itu, [mam Malik beserta para
pengikutnya sshapai dikemukakan oleh Aba Ishiaq al-
Shatibi, bahwa ‘ilgh mempunyai arti lebih luas, yakni
sifat-sifat yang memberikan ciri kemaslahatan. Ini selaras
dengan mugdsid al-sharf’'sh  yang bermaksud ingin
menciptakan kemasiahatan umat. Kemaslahatan memang
tampak lebih abstrak daripada pengertian ‘ilah
sebagaimana yang dimaksud oleh Al-Shafii berikut
golongan shafi'ivah. Namun kemaslahatan yang mereka
maksudkan tdak boleh terlepas dari kelima asas
kemaslahatan, yakni terjaganya kepentingan agama (hifz
al-din), jiwa (hifz al-nasf), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz
al-nass) serta harta (g al-mdl), Diakui bahwa kelima asas
tersebut memiliki tga peringkat, yakni peringkat asasi
atau primer (darur), peringkat tuntutan kondisional
hifji) dan peringkat perlengkapan (fahsini). Namun urut-
urutan priotitasnya, pertama adalah yang dorir, baru
hijii dan terakhir lohsini. Pandangan ini tampaknya juga
didukung oleh golongan Hanafiyah serta kelompok
rasional Mu'tazilah. Hanya saja, kelompok rasionalis ini
memberikan  porsi kepada  akal manusia untuk
menentukan (muthhit) dan menggali maslshah. Artinya,
muginhah sebagai alasan hukum dapat saja ditemukan
berdasarkan pemiliran akal semata. Legitimasi hukum
dari dalil rass dapat dilakukan deéengan memahaml mass

', Eaheah, Uk, 237, 250, 244 dan 247,
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melalui interpretasi ma'mawi, bukan lafzi. Apabila terjadi
pertentangan antara maslafwh yang ditemukan oleh akal
dengan nass, maka ness tersebut harus dita'wilkan agar
selaras dengan pemikiran akal manusia. Sementara
golongan Hanafiyah serta jumhir ulama Sunni pada
umumnya menganggap bahwa akal manusia hanyalah
berfungsi sebagai kishif (penemu), bukan mmuthbil
(penentu). 1

KEDUDUKAN HIKMAH

Ditinjau dari sudut latar belakang kemunculannya dalam
khazanah pengemhuan figh, istilah hikmah tampak
kurang populer. Karena keempat ulama pendiri
madhhab pada zaman klasik tHdak permnah menyebut
istilah hikmah dalam perangkat figh mavpun usilnya.
Bahkan tidak jelas, siapa wulama yang mula-mula
memperkenalkannya. Meskipun demikian, terlepas dari
popularitas peristilahan, yang terpenting dalam kajian ini
adalah istilah hikmah termasuk dalam jajaran
peristilahan wgul al-figh, setidak-tidaknya sejak masa
pasca keempat ulama pendiri madhhab figh.

Menurut "Abd al-Hakim al-Sa'idi" hikmah dalam
pengertian bahasa dapat dipahami sebagai hal yang
dianggap istimewa dalam melihat sesuatu menurut
kacamata ilmu la bisa juga diartikan sebagai
pengetabuan yang mampu memisahkan antara yang baik
dan yang buruk. Orang alim sering disebut sebagai orang,
yang bijak {ahli hikmah : al-hskin] karena ia cermat
dalam melihat dan memahami sesuatu perkara secara

*. al.Shagibl, AlMuwdfngir & Ugeld wl-Abk#m, vol. 1, Ed. M. Hucin
Mouakduf (Beirue : Diir al-Fikr, s}, 185 dan vol, 2, 2-5. Mengensi pandangan
Mu'tazilub di selatar “Sal, Bha al-Saidi, Mabdfuch af-Tlinh § af-Qiyds
Sonad s/ Cigripytrn (Dcirut : e aleDashi'ls al-lalimiyah, 1986), 77-86.

H Thidl., W4-105
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proporsional. Lebih lanjut, al-Sa'idi mengatakan bahwa
para ahli usil memahami hikmah sebagai aspek positif
vang terjadi akibat sesuatu tindakan, bukan sebaliknya
dalam pengertian aspek negatif yang diakibatkan oleh
sesuatu findakan,

Dengan ragam pemahaman serta pemakaian istilah
tersebut, para ahli wsdl telah mencoba merumuskan
suatu definisi, bahwa hikmah dalam konteks usil al-figh
adalah sesuatu yang datang mengiringi ketetapan hukum
shara’. Itu berari bahwa focus kajian hikmah terletak
pada timbulnya kemaslahatan dan kesempurnaan
sesuatu perbuatan, sekaligus melepaskan mafadah atau
sekurang-kurangnya memperkedinya. 12 Dengan
demikian, pengertian hikmah menjadi identik dengan
apa yang disebut al-‘amr al-munisib, stau dalam istilah
lain disebut fuga sebagai istidldl bi al-maslahah.

MNamun penyamaan pengertan  ini  masih
menghadapi  kesulitan dalam  konteks  analisis
penerapannya. Karena banyak di antara ulama yang
berkeberatan  menggunkan  alasan  hikmah sebagai
penentu keputusan hukum dalam ber-istidlal, meskipun
mereka meyakini balhvwa setiap keputusan hukum shar’i
mesti mengandung hikmah. Golongan yang kuat
mempertahankan piyds sebagai satu-satunya metode
pembinaan hukum hanya menerima ishdlal al-munasib al-
neuaitther serta al-mundsib [7 jins tagarrufit el-shird”. Karena
mereka memandang al-munasib  tersebut  adalah
identikdengan ‘ilah. Sementara itu ‘illah tidak sama
dengan hikmah. Dasar lain yang mendukung keberatan
ber-fa'lil dengan hikmah, adalah rumusan hikmah yang
dianggapnya terlalu abstrak. Sedangkan istidlal dengan

2 Thid
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al-maglafah telah memilikd rumusan yang kongkrit
Karena wgdl al-khomseh beikut rumusan  ketiga
peringhatnya (darir, hdjfi dan tahsini) telah dianggap
baku sebagal parameter (magddi) shara’ yang
fundamental dan didukung oleh dalil-dalil shara’ (al-
Qur’an, Sunnah dan ijma’). Dengan rumusan itu, mereka
ingin menghindan kemungkinan terjerumus ke dalam
kategori al-masiahah al-gharibaeh, yang oleh jumhur ulama
dinilai sebagai pengambilan keputusan hukum b al-fsos
[ hanya bersandar kepada akal semala terlepas dari
keterkaitannya dengan nass). Sementara itu konsepsi
hikmah sebagai dasar pengambilan keputusan hukum, di
samping terkesan abstrak, juga tidak tampak memiliki
rumusan yang baku. Hikmah seperti demikian sulit
divkur ada tdaknya keterkaitan antara keputusan
hukum yang diambil dengan mass atou setidak-tidaknya
dengan magdsid al-shari'ak’® Perbedaan pandangan
mengenai ini dikemukakan oleh al-5a'idi ke dalam tiga
kategori:

Pendapat Pertama : Menolak 5ecara Mutlak Berta'lil
Dengan Hikmah

Menurut pendapat ini, hikmah secara mutlak baik yang
mundatif (dapat dipertegas dengan ukuran-ukuran
lertentu) maupun tidak (bersifat abstrak), tidak dapat
dijadikan ta'fil al-ghkdm. Pendapat ini sekurang-
kurangnya dudubung oleh argumen-argumen berikut:

L. Sekiranya boleh ber-ta'lil dengan hikmah secara
mutlak, maka %llah dalam pengertian sifat yang

mungabi tidak mempunyai pengaruh dalam
menentubkan hukum. Misalnya ber-ta'lil meng-gasr

& Zaheah, Lol al-Flgh, 258-145
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shalat dengan karena alasan mashagqeh. Dalam konteks
ini, hikmah sama dengan masheggeh yang
menvebabkan diperbolehkannya gasr al-salih Jadi,
bukan karena bepergian (safer} sebagai ‘illah hukum.
Sehingga kapan saja seseorang sedang dalam
kesulitan, telah n:ukup alasan untuk meng-qasr shalat.
Kesimpulan ini bertentangan dengan pandangan
mayoritas ahli usal yang secara fshigni’ berpendirian
bahwa keputusan hukam mestilah berdasar “illab
Artinya, bahwa gasr al-galah hanya berlaku untuk
orang, yang sedang bepergian, tidak untuk setiap
orang yang sedang dalam mashaggah,

2. Sekiranya hikmah yang dijadikan dasar. pastilah
keputusan hukum berbeda dengan illsh-nya. Contoh
diharamkannya pemikahan sepersusuan, ‘illafmya
adalah penyusuan, sedangkan hikmahnya adalah
pengaruh  susu terhadap yang disusu. Di sind,
pengaruh  susuan jelas berbeda dengan aktivitas
menyusui itu sendiri. Karena bila semata-mata dilihat
pengaruh susuan, hukumnya pastilah sama dengan
hukum anak kandung. Padahal antara anak kandung
dengan anak sepenyusuan terdapat perbedaan hukum.
Akibatnya keputusan hokum, jelas berbeda dengan
elasan yang berdasar “illah.

3. Essensi dalam hikmah adalah samar (abstrak) dan
Hdak mendabif, artinya masih dipertentangkan ukuran
bentuk, individu, waktu serta keadaannva. Dalam
contoh kebolehan gogr al-galalh; karena di dalamnya ada
hikmah menghilangkan mashaggah, masih
menimbulkan  sejumlah  perscalan. Di  antaranya,
apakah setiap orang menghadapi kesulitan dalam
bepergian boleh gasr al-saldh?, kapan kesulitan it
terjadi sehingga boleh gegr al-zalih?, dalam keadaan
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atau wujud apa kesulitan itu 7. Bisa saja kesulitan yang
dirasakan pengendara binatang tidak ditemukan oleh
pemakai kendaraan modern. Dan dan sisi lain,
sesungguhnya ber-talil dengan hikmah banyak
menimbulkan kesulitan  bagi  mukallaf (subyex
hukum). Karena si mukallaf masih diharuskan
membahas dan menentukan pendapatnya sendiri.
Padahal, baik htkmat el-teshri’ maupun nags-nass yang
ada bermaksud menghilangkan kesulitan itu. Oleh
karena itu, terutama bagi para ahli giyis, ber-ta'lil
dengan hikmah sulit dapat diterima.

t Kedua : Membolehkan Secara Mutlak Ber-

ta'lil Dengan Hikmah. ¥

Pendapat tersebut didasarkan pada dua argumentasi,
yaubi:
|. Apabila tidak dibenarkan ber-ta'lil dengan hikmah,
maka seharusnya juga bdak dibenarkan ber-ta’lil
dengan sifat al-munds:b, Penolakan terhadap ber-#a'lil
dengan hikmah itu tampaknya berdasar pada -

a. Hikmah tidak memilki ukuran yang kongkrit
(rraumdabrt).

b. Hikmah mengarahkan perhatiannya pada posisi
maglahah atan mafeadsh yang kemunculannya
mengiringi atu  terjadi  sesudah  adanya
penentuan hukum agl,

¢. Hikmah tidak akan mampu mengetahui wujud

. hukum yang bersifat kasuistik (far’) kecuali
setelah  mengaitkannya dengan hukum  asl
Menurut al-Baydawi, dasar penclakan ini janggal

4 Memurut al-Sa%dl, keelompok yang membolehican ber-ra T awms
hikmah secarm mudlak amtars bain ol-Boydiwi, al-Rded dan ol Ghaedli.
tihat al-Safdi : Mabdfify al-Thak, 107-113,
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dan aneh Karena ber-ta'lil dengan al-wasf al-
munisib pada dasarnya juga muncul dari
ketiadaan ukuran yang kongkrit alasan hukum
yang dijadikan dasar penentuan hukum, selain
semata-mata melihat pada aspek meglalah serta
mafsadah. Padahal ber-ta'lil dengan al-wasf al-
mundsib telah nyata diakui secara sah cleh semua
pihak. Pendapat ind dalam menganalisis persoalan
safar tetap mempertahankan mashaggeh sebagai
‘illah ol-qagr, dan safar tidak mungkin dapat
dijadikan alasan yang berdiri sendiri untuk
dijadikan dasar pertimbangan hukum. Sedangkan
mashagaah telah mengandung persangkaan yang
kuat tentang adanya aspek maslaheh serta
mafeadah-nya. Dengan demildan, esensi hukum
terletak pada ide hikmah bagi penentuan hukum
far'-nya.

2. Bila diakui bahwa al-wagf al-mundsib boleh dijadikan
dasar ber-fa'lil, maka hikmah merupakan kategori
sifat yang lebih pantas untuk dijadikan dasar ber-

e’lil, karena esensi sifat terletak pada hikmah,
Sehingga ia merupakan alag (pangkal) yang
memenuhl magdsid al-shariah. Dengan demikian,
hikmah cukup kuat untuk diperpegangi sebagai
dasar wuntuk menentukan keputusan hukum
terhadap far’ yang diakui secara sah menurut shara’.

Pandangan Ketiga : Pandangan Yang Moderat (al-
Tafsil)

Pandangan ini menerima ber-ta'lil dengan hikmah yang
kongkrit dan tegas makna berikut ukurannya.
Sebaliknya, menolak ber-ta'lil dengan hikmah vang tidak
jelas  pengertian dan ukurannya. Pandangan ini
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didukung oleh al-Amidi, Ton al-Hijib, Safiy al-Din al-

Hindi {seorang fagih dan ahli usil dari madhhab Shafi‘i)

dan beberapa ulama dard golongan Hanbali® Ada dua

argumen yang diajukan untuk mendukung pandangan
ini.

1. Apabila hikmah memenuhi persyaratan memiliki sifat
yang kongkrit (mundalvtl, maka sebenarnya telah
selaras dengan yvang diinginkan oleh ahli gipds. Bahkan
ber-ta’lil dengan hikmah dalam pengertian demikian
lebih utama, karena telah mengacu kepada magasid al-
shar'ah. Namun hal tersebut, haruslah dalam konteks
ketiadaan “illah secara mu'myyanah muaththirah dalam
nags. Tetapi, bila ada “illak, maka mestilah didahulukan
“tilak tersebut dan dilarang ber-#a'll dengan hikmah.

b. Pelarangan ber-fa'lil dengan hikmah yang ghayr zdhirah
mundabibal, karena disamping tidak tegasnya ukuran
baik darl segi bentuk, individu, waktu maupun
keadaan yang dapat menimbulkan perbedaan mandt al-
fhikmah, juga menyulitkan pihak si subyek hukum
(mukailyf). Karena, ia masih dibebani lagi untuk
melakukan pembahasan serta menentukan pilihan-
pilihan dari sederetan hikmah yang muncul atan yang
mungkin dianggap tepat.1t

RELEVANS] HIKMAH DENGAN MAQASID Al-
SHARFAH

Terlepas dari perbedaan pendapat mengenal keabsahan
ber-fa’lil dengan hilomah, bahwa sekurang-kurangnya
oleh para pendukungnya, hikmah mempunyai relevansi
yang erat dengan magasid al-shari’'eh. Karena hikmah telah
dianggap bahkan merupakan esensi tujuan shariah.

 Thid., 113116,
15 Tl
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Dengan demikian, hikmah sebagai dasar ber-taTil dalam

rangka pembinaan Hukum Islam telah dianggap pula

memiliki legitimasi sher't” Banyak mess al-Qur'in,

Sunnah Nabi mavpun epedl al-fugehd yang vang

mendukung teas tersebut, yaitu:

1. Q5 AlMa'idah ayat 90-91 menunjuk kepada
keharaman minum khamr serta berbagal jenis
perjudian. Firman Allah tersebut menunjukkan bahwa
keadaan khamr dan perudian yang selalu
menimbualkan permusuhan serta menghilangkan
kesadaran untuk ingat kepada-Nva, menjadi sebab
timbulnya larangan. Hal seperti itu termasuk salah
satu bentuk dari ber-ta’lil dengan hikmah. Q.5 al-
Anfil ayat 60 menunjuk kepada perintah
mempersiapkan strategi politik dan militer untuk
menangkal ancaman serangan musuh, baik terhadap
agama, umat [slam maupun negaranya Hal tersebut
menunjukkan bahwa perintah tersebut merupakan
hikmah yang mendasari bela negara, ummat dan
agama Islam. Q5. Al-Ahzib avat 37 menunjukkan
keabsahan secara juridis perkawinan antara seseorang
(Mabi) dengan bekas istri anak angkatnya(Zayd).
Keabsahan hukum atas perkawinan semacam itu
didasarkan atas kebijaksanaan Tuhan sendiri (hikmah)
yang ingin menghilangkan tradisi tabu mengawini
bekas istri anak angkat. Petintah menunaikan zakat
serta shalat dalam QS. Al-Bagarah ayat 103
didasarkan atas hikmah pensucian kekayaan serta
konsumsi batin untuk mencapai peringkat pribadi
vang mutmainngh. Perintah membagi hasil pendapatan
vang diperoleh dar fey' (semacam pajak dard
wargenegara non-muslim) kepada al-gurbd, anak-analk

B | ihar al-Shagehi : af-Muedficds, vol. 1, T9e-178.
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yatim, orang-rang miskin dan ibw al-safvl sebagaimana
tersebut dalam Q.5 al-Hashr ayat 7, agar dana itu
tidak berputar-putar di kalangan orang-orang kaya,
telah dianggap jelas tentang sahnya ber-ta’lil atas dasar
hikmah.1#

Al-Sunnah

Hadith riwayat Ahmad ibn Hanbal, Ibn Majah serta al-
Darimi menyamkan bahwa Nabi memperkenankan
Mughirah bin Shu'bah melakukan pendekatan ketika
ia bermaksud melamar wanita calon istrinya dengan
tujuan agar tidak timbul kekecewaan di kemudian
hari, sehingga perkawinannya menjadi lestari penuh
dengan kecintaan Hadith Ahmad bin Hanbal tentang
larangan Nabi kepada "Umar bin al-Khattab yang
meminta izin nabi untuk membunuh secrang pemuka
kaum mundfig. Dalam kasus tersebut, Mabi melarang
Umar dengan alasan ingin memperlihatkan kepada
dunia bahwa Nabi bukan seorang yang haus darah
sebagai yang dituduhkan orang-orang jalulivah. Dan
masih banyak lagi hadith yang lain, telah dianpgap
terang menunjuk keabsahan ber-fa'lil atas hikmah. ™

Pendapat para ulama

Aba Hanifah, dan sejumlah pengikut (ashiblnya
pernah ber-ta'lil dengan hikmah Hal tersebut dapat
dilihat dari sikap Aba Hanifah yang melarang menjual
akau  menyerahkan tawanan perang yang telah
menyatakan diri tunduk serta bersedia bergabung di
bawah dir al-lslam. Sikap tersebut didasarkan pada
hikimah, bahwa jika tawanan dijual atau diserahkan

1T Lihat al-Saidi | Mfefakfete af- Tk, TEE-12L
W Thddll ; 130-R2%



130 Justitia Islamica. Vol 1Mo, 1ilan-Juni 2004

kepada musuh-musuh, maka tawanan tersebut akan
memperkuat pertahanan militer musuh.

Golongan Shafi'iyah membolehkan mencbang
batang atau cabang pohon yang tumbuh melintang
merintangi jalanan umum tanpa sepengetahuan

pemakai  jalan agar tidak terganggu dalam

perjalanannya. Demikian juga Imam Mailik vang

«ianggap paling masyhur menerapkan fa'lil dengan

dasar masichah. Beberapa contoh dapat disebut sebagai

berikut:

a. Imiém Milik pernah membolehkan  berjihad
bersama pemimpin yang yang Hidak adil, sekiranya
ada alasan (fa'lill bahwa meninggalkan
keikutsertaannya dalam jihad past akan merugikan
wmat [slam.

b Menurut Imdm Malik, warga dhimmi Kdak
berkewajiban ~ membayar zakat didasarkan
pertimbangan bahwa kewajiban zakat mengandung
maksud memperberat ikatan persaudaraan sesama
muslim. Fihak yang kaya merasakan diri serta
hartanya tersucikan dan pihak yang fakir
merasakan penghargaan atas dana santunan yang
diterimanya. Sementara itu, warga dhimmi
dibebani wajib membayar pizyah dengan dengan
dasar pertimbangan agar mercka menyadari akan
kehinaannya selama masih dalam statusnya sebagai
non muslim.®

Dalam kitab al-Mughni disebutkan bahwa
ssbagian pengikut maddhab Hanbali membalehkan
pihak-pthak yang terlibat jual beli menentukan

® [hid., 123-125
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persyaratan kiuydr lebih dar tiga hari sampai batas
waktu yang disepakati. Hal tersebut didasarkan pada
pertimbangan bahwa bupir ditentukan menurut
pertimbangan kebutuhan (I hajil), yang senantiasa
berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan
zaman. Hal tersebut sesuai dengan pendapat [bn
Qayyim al-Jawziyah dalam kitab [Tam al-Muzag'in,
tentang kemungkinan terjadinya perubahan dan
perbedaan fatwa hulum karena perubahan masa dan
tempat Sikap apriori terhadap perubahan-perubahan
tersebut dapat menimbulkan kesalahan besar dalam
menentukan hulkum. Kemaslahatan seperti yang
dikehendaki shara’ tidak akan tercapal apabila
keputusan hukum membawa kepada kesulitan serta
derita ummatnya. Padahal kemaslahatan maupun
hikmah telah merupakan asas yang fundamental dari
pembinaan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan
hukum yang mengabaikan segi-segl keadilan, rahmat
serta perwujudan lain dari asas maglahah  tidak
termasuk shari’ah 2

PFENUTUP

Dari paparan di atas, penulis melihat bahwa kelompok
vang menolak ber-ta'lil dengan hikmah ternyata, tanpa
mereka sadari menerapkan ta'lil dengan hikmah pula,
meskipun terminologi hikmah jarang mereka munculkan.
Sehingga bagi penulis, terjadinya friksi pandangan atan
mansha’ al-khilaf tersebut terletak pada ada tidaknya
benang merah yang menghubungkan (al-mundsik)
dengan musus serta seberapa jauh memfungsikan akal
dalam konteks hikmah.

B [hbd, 1258127, I'hhliulhm deogan Fabral, Dl 350-25%
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